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PUTUSAN
Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili
perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, lahir pada tangga 19 Desember 1983, Agama Islam, pendidikan
terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan jualan online,
tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 15 Juni 1978, Agama Islam, pendidikan terakhir
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan buruh bangunan,
tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat
ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan surat gugatan cerai tertanggal
25 Juni 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pematangsiantar dengan Register Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Pst tertanggal 29
Juni 2020, dengan dalil-dalil gugatan/posita dan petitum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah
menikah pada tanggal 26 Juni 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar
Propinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
###H yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota

Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara tertanggal 5 Juli 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Nagur Kelurahan Martoba
selama 8 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah
kontrakan di Jalan Bulu Tangkis selama 4 tahun, kemudian Penggugat dan
Tergugat pindah dan tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di
Jalan Bulu Tangkis selama 4 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat

tinggal bersama di Kota Pematangsiantar;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2004 kehidupan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan / Pertengkaran yang
penyebabnya antara lain:

4.1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham
sehingga dikarenakan permasalahan sepele sering terjadi

percekcokan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4.2 Bahwa ketika ada permasalahan rumah tangga Tergugat tidak bisa

diajak berbicara baik baik oleh Penggugat bahkan Tergugat sering

marah marah dan dengan emosi;
4.3 Bahwa Kketika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar

dengan kata kata yang tidak pantas didengar, bahkan ketika terjadi

pertengkaran Tergugat sering memaki maki Penggugat;
4.4 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat juga sering melampiaskan

amarah dan emosinya dengan memarahi bahkan membentak anak

anak Penggugat dan Tergugat;
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5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin
lama semakin memuncak yang akhirnya pada waktu subuh tanggal 25 Juni
2020 terjadi percekcokan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
dikarenakan permasalahan sepele dan kemudian Tergugat meluapkan

amarahnya dengan memaki maki Pengugat;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara

Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dikarenakan seringnya
terjadi Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat
juga sudah tidak tahan dengan sikap dan prilaku Tergugat yang kasar dan
selalu mencaci maki Penggugat maka dari itu Penggugat sudah tidak
berkeinginan lagi hidup bersama dengan Tergugat bahkan Penggugat juga

sudah tidak lagi ridho bersuamikan Tergugat;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Penggugat juga sudah mencoba

dan berusaha untuk membertahankan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dengan cara terus bertahan menghadapi sikap dan prilaku
Tergugat yang sering marah marah, namun akhirnya Penggugat tidak tahan

dengan sikap dan prilaku Tergugat tersebut;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan
karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan
norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat

untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang

berlaku;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex a qou et bono);
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Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak
menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut
surat/relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Pematangsiantar Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 30 Juni 2020 untuk
sidang pada tanggal 07 Juli 2020 dan relaas tanggal 8 Juli 2020 untuk sidang
tanggal 14 Juli 2020, panggilan dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai
dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin
bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir sehingga perintah melaksanakan
mediasi dalam dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat tertanggal 25 Juni 2020 yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan pada sidang tanggal
14 Juli 2020

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ####, tanggal 05 Juli 2003, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat dan
telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Masijlis telah dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti
P.1;

B. Bukti Saksi
1. Saksi Pertama, umur 61 tahun, agama Islam,
pendidikan Diploma Il, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota
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Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut;

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan
Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di
Pematangsiantar;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di
Pematangsiantar rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;

- bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan damai akan tetapi sejak Penggugat hamil anak pertama rumah
tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat malas
beribadah, bersikap kasar kepada Penggugat, kurang menghormati saksi
sebagai ayah kandung, Tergugat tempramental;

- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok saat
Penggugat dan Tergugat masih 1 (satu) rumah dengan saksi sebagai
ayah kandung;

- bahwa saksi selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat mengontrak
rumah, saksi hanya mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan
Tergugat berdasarkan cerita Penggugat;

- bahwa saksi pernah mendengar Penggugat berteriak saat subuh hari
pada tanggal 25 Juni 2020, kemudian saksi yang tinggal di sebelah
rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat menghampiri Penggugat dan
bertanya pada Penggugat, kemudian Penggugat mengatakan sudah
tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat;

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semenjak kejadian tanggal
25 Juni 2020, Penggugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan

Tergugat;
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- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat
dan Tergugat setiap hari raya Idul Fitri;
- bahwa saksi sebagai pihak Kkeluarga tidak sanggup lagi untuk

mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Kedua, umur 75 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota
Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut;

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan
Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di
Pematangsiantar;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Jalan Bulu
Tangkis Kelurahan Banjar Pematangsiantar rumah kontrakan Penggugat
dan Tergugat;

- bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan damai akan tetapi sejak Penggugat hamil anak pertama rumah
tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat malas
beribadah, bersikap kasar kepada Penggugat, kurang menghormati saksi
sebagai ayah kandung, Tergugat tempramental;

- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok saat
Penggugat dan Tergugat masih 1 (satu) rumah dengan saksi sebagai ibu
kandung;

- bahwa saksi selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat mengontrak
rumah, saksi hanya mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan
Tergugat berdasarkan cerita Penggugat;

- bahwa saksi pernah mendengar Penggugat berteriak saat subuh hari
pada tanggal 25 Juni 2020, kemudian saksi yang tinggal di sebelah
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rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat menghampiri Penggugat dan
bertanya pada Penggugat, kemudian Penggugat mengatakan sudah
tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat;

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semenjak kejadian tanggal
25 Juni 2020, Penggugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan
Tergugat;

- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat
dan Tergugat setiap hari raya Idul Fitri;

- bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk

mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya
dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon
gugatan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di
persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini,
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGANHUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4)
dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis
Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
hadir in person sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang
lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah
terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim
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menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat
(verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya
menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah
tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat
telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim
menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini
dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang
pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara
patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara
Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat sering bersikap
tempramental memaki, mudah marah dan emosi, Tergugat bersikap kasar

melakukan pemukulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3
Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung RI, Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara
perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah N0.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
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Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain
perceraian harus menunjukan adanya alas hak dan tidak melawan hukum
(Pasal 149 R.Bg), maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap

dalil-dalil perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara verstek juga sesuai dengan pendapat
ahli figh dalam al-Anwar, juz 1, halaman 159 yang berbunyi: “Apabila
Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan
(menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh
menerima gugatan (Penggugat/Pemohon).” Majelis Hakim sependapat dan

mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka
1 s/d 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat
dan Tergugat) yang fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai dan telah
dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal
1888 KUHPerdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985
tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa foto kopi kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat
merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti a quo telah dimeterai
dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat
dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya
bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig
bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur dalam
Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285
R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3, Undang-undang Nomor 13
tahun 1985 Tentang Bea Materai dan dan pasal 2 ayat (1) Peraturan
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Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai serta
Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) yang merupakan
syarat mutlak (conditio sine qua non) yang diajukan oleh Penggugat tersebut,
telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan
belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai
Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona
standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah serta saksi-saksi sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan
Tergugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu
ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai
ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006, dan kemudian diubah yang kedua kalinya dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 172 ayat
(1) angka 4 R.Bg., Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya
telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, secara materiil saksi-saksi Penggugat keterangannya saling
bersesuaian dan juga sesuai dengan dalil Penggugat yaitu kedua saksi
mengetahui peristiwva pernikahan Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret
2003, mengetahui 3 (tiga) orang anak yang dihasilkan dalam perkawinan
Penggugat dan Tergugat, mengetahui perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat baik sebab perselisihan yaitu penyebab pertengkaran
karena Tergugat malas beribadah, bersikap kasar kepada Penggugat, kurang
menghormati saksi sebagai orang tua, Tergugat tempramental, bersikap kasar
dan memaki Penggugat serta, mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan
Tergugat yaitu berpisah rumah pada 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menjadi dasar
pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat
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(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal
19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke
dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian,
maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal
pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg,
sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan hakim bahwa
perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan sebagaimana alasan-alasan
dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) dan keterangan dua
orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah
pada tanggal 26 Juni 2003 di wilayah hukum KUA Kecamatan Siantar Barat
Kota Pematangsiantar;

2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak selama
masa perkawinan;

3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak
Penggugat hamil anak pertama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan puncaknya pada 25 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal;

4. bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas beribadah, bersikap
kasar kepada Penggugat, kurang menghormati orang tua Penggugat,
Tergugat tempramental, bersikap kasar dan memaki Penggugat;

5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah Tergugat lagi
sejak bulan 25 Juni 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

6. bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan/menasehati Penggugat dan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun Penggugat hamil anak
pertama dan puncaknya pada tanggal 25 bulan Juni tahun 2020 sampai

perkara ini diperiksa;
2. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat

malas beribadah, bersikap kasar kepada Penggugat, kurang menghormati
saksi sebagai orang tua, Tergugat tempramental, bersikap kasar dan memaki

Penggugat;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 25

Juni 2020;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam:
1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang
berbunyi

asll oladl ade §llad lgzg; e dzg 3l aus ) pac il 13]
Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami,

maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami ;

2. Kaidah Fikih
tdlaoll > o ol awliolls o
Artinya : “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19
huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya antara suami
isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tanggajo Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan
Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil
gugatan Penggugat tentang adanya perselisinan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan
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hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam
pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim

sependapat dengan ahli figh yang menyatakan,

sluzdl o yloiai (ypuz GMall pllas oM awVl ,Lisl 2s
alos )l guoi can> 9 gho Vg o ard gois plg axzg,Jl
o oluli Isan o .3udoll Houdls Jaz gl 2zl e oS

callasl

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah
tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan
perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya
meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara
yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa
keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholag, Hal. 83;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu
menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki
kembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat selalu
menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai sehingga keduanya
dipandang tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing
sebagai suami terhadap istri dan sebaliknya sebagai seorang istri terhadap
suami, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara
suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan

memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.
Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa

berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama,
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salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan
pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan
dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah
rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26
Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, "Suami isteri yang telah
hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak
mungkin didamaikan lagi,” maka Majelis Hakim berpendapat kualitas
pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan
perselisihan sebagai alasan penyebab perceraian;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri
sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus
menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak
rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (marriage
breakdown/broken home) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat
mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T.
dalam Alguran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah

tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmabh;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas Penggugat belum pernah menjatuhkan talak satu ba’in shugra, maka
petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba’in sughra

Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 23 Dzulga’dah 1441 Hijriah, oleh kami Muhammad Irfan, S.H.I,
sebagai Ketua Majelis, Asri Handayani, S.H.l., M.E, dan Muhammad
Tambusai Ad Dauly, S.H.l, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Selasa,
tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulga’dah 1441
Hijriah, oleh oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag, sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Muhammad Irfan, S.HI

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
dto dto
Asri Handayani, S.H.l., M.E Muhammad Tambusai Ad Dauly, S.H.I

Panitera Pengganti,
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dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat Rp120.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan Penggugat Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat Rp240.000,00
6. PNBP Biaya Panggilan Tergugat Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai Rp_6.000,00

Jumlah Rp476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



